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Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PLN dengan perjanjian baku. dalam membuat perjanjian, para
pihak babas menentukan sendiri isi perjanjian dengan berdasar pada asas kebebasan berkontrak. K ebebasan
tersebut tidak terlepas dari syarat sahnya perjanjian, dimana harus rnemenuhi salah satu syarat, yaitu unsur
kesepakatan. Kata sepakat merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi, agar perjanjian dianggap sah dan
mampu mengikat. Kedudukan para pihak dalam Perjanjian Jual Bali Tenaga Listrik, dalam kenyataannya
bias dikatakan tidak seimbang. Hal ini menimbulkan berbagai masalah dalam Pel aksanaan Perjanjian Jual
Bali TenagaListrik. Apalagi PLN masih mecantumkan klausula eksemsi. Oleh karenaitu diperlukan
perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak, terutama pihak konsumen. Perjanjian Jual Bali Tenaga
Listrik dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan.

Penelitian ini bersifat explanatoris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder,
sedangkan cara pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan.
Penerapan asas kebebasan berkontrak tidak dapat dilaksanakan secara mutlak, karena adanya klausula baku,
sehingga kedudukan para pihak tidak seimbang. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi kedua
belah pihak, yaitu dengan memberlakukan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-
Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang K etenagalistrikan. Pada dasarnya klausula baku
boleh dimuat dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, asalkan tidak memuat klausul baku yang
memberatkan dan merugikan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan
Konsumen. dalam proses persidangan di pengadilan, akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang
lebih kuat dibandingkan dengan akta di bawah tangan.
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